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Praya 2 Sumbawa Besar 2 Negara
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
Tentang
PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a.

d.

bahwa Negara Republik Indonesia. sebagai
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewupud-
kan tata kehidupan bangsa yang scjahtera, aman,
tenteram, dan tertib;

bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut
dan menjamin persamaan kedudukan warga da-
Jam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan
keadilan. kebenaran. ketertiban, kepastian hukum
yang mampu memberikan pengayoman kepada
masyarakat:

bahwa salah satu upaya untuk menegakkan ke-
adilan, kebenaran. ketertiban, dan kepastian hukum
tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagai-
mana yang dimaksud dalam Undang-undang
‘Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ke-
®ntuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

bahwa péngaluran tentang susunan. kekuasaan.
dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan

I
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ez,

Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka
karena didasarkan pada:

I Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa
dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor
152 dihubungk dengan S d Tahun
1937 Nomor 116 dan 610);

Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kera-

patan Qadi Besar untuk sebagian Residensi

Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad

Tahun 1937 Nomor 638 dan 639):

3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
lentang Pembentukan Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99),
perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan
hukum yang mengatur Peradilan Agama da-
lam kerangka sistem dan tata hukum nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

[

ahwa sehubungan dengan pertimbangan terse-
ut. dan untuk melaksanakan Undang-undang
Vomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ke-
:ntuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang
erlu menetapkan undang-undang yang mengatur
1sunan, kekuasaan, dari hukum acara pengadilan
alam lingkungan Peradilan Agama.

ingat:

isal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1). Pasal 24, dan
1sal 25 Undang-Undang Dasar 1945:
ndang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
“tentuan-ketentuan Pokok Kékuasaan Kehakim-
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74,
mbahar Lembaran Negara Nomor 2951 );

il at e b gl

14 Tahun 198S tentang

Indang-undang Nomor 8 e

' u‘?:;ilmx Agung (Lembaran Negara 1ahun- 1985
N;:mr 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor

3316)

Dengan persetujuan )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . .
UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILA?

AGAMA



Lampiran: Kompilasi Hukum Islam

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI
PREDISEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang 4 bahwa Ulama Indonesia dalam Loka Karva vang dia-
dukan di Jakarta pada anggal 2 sampas dengar 5 Peb-
nuan 1988 telah menenma baik rancangan buku
Nompilasi Hukum Tslam, vaiu Buku 1 rentang Fiu-
kum Perkawinan, Buku 11 tentang Hukum Kewan:-
an, dan Buku 111 tentang Hukum Perwakatan

b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam hu-
ruf 4 oleh Instansi Pemennth dan oleh masvarakat

vang ukannya dapat dipergunakan sebaga pe-
doman dalam menvyelesaikan masalah-masalah di br-
dapg rarsebut

¢ hahwa oleb karena iru Kompilasi Hukum Islam ter-
sebut dalam huruf a peru disebaduaskan

Mengingat J'asal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada
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tonruh

PERTANLY Menvebariuaskar Iompikss Hukuny Isin wang e
i dan
a. Buku I tentang Hukum Perkawman
b Buku Il tenang Hukum Kewansar.
¢ Buku 111 tenang Hukum Perwakafan:
“ebagaimana telah ditenma ik oleh para Alun Uls-
ma Indonesta dalam loka | ouva di lakara pada tang-
al 2 sampa: dengan > Pebrian 1988, unruk diguna-
kan oleh Instans Pemenntah v leh masvarakar
vang memerlukannva.

Kadua “lelaksanakan Instruks: i dengan «* wik-baknva dan
dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarka: i lakara
pada tanggal 10 Jury 1991
PRESIDEN REPU KN INDONESLA

rud
SOEHAR 1)

Sahinan sesua dengan aslinva
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ted

. Bambang Kesowo, SH, LL.M.

T

TYvey
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 1 JUNI 1991
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menmbang 4. bahwa Instruks: Presiden Republik Indonesia Nomor |
Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memexntahkan kepa-
au Menten Agama untuk menvebarluaskan Kompilas
Hukum Islam untuk digunakan oleh Insans: Pement.-

Wi dan oleh masyarakat vang memeriukannvi

o

bahwa penvebarluasan Kompilasi Hukum Isiam tersebut
pexlu dilaksanakan dengan sebaik-baknva dan aengan
penuh anggung jawab.

bahwa oleh karena iu perlu dikeluarkan Kepurusan
Menten Agama Republik Indonesia tentang Pelaksana-
an Instuks: Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Ta-
hun 1991 tanggal 1 Juni 1991.

Pasg) 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1943
Kepurusan,Presiden Republik Indonesia Nomor 4+ Ta-
hun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
Keputusan Presiden Kepublik Indonesia Nomor 15 Ta
hun 1984 rentang Susunan Organusasi Departemen de-
ngan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahur 1990
Neputusan Menten Agama Republik Indonesia Nomor
Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kena
disempurnakan terakhir dengan Kepurusan Menten
Agama Republik Indonesa Nomor 75 Tahun 1984

o

Mengingat

[N

w

=

135




MEMUTUSRAN

SR AGAMA REPURLIK IS

? 5 PELARSANAAMN INSTRUK
Sl I’R.ESLD! N REPLBLU\ INDONESIY NOMOR 1
TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991 ;

Penarma Seluruh nstansi Departemen Agama dan mstansi Peme- |
nntah lannya vang terkait agar menvebaruaskan Kompilasi
Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan. Kewansan.
dan Perwakafan sebagaimana vang dimaksud dalam dik-
rum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No-
mor 1 tahun 1991 tanggal 1 Jum 1991 untuk digunakan
oleh Instansi Pemennth dan masvarakat vang memer-
lukannya dalam mebvelesakan masala-masalah d bidang
tersebut

Kedua Seluruh lingkungan Instans: tersebut dalam diktum Perta-
ma, dalam menvelesaikan masalah-masalah di bidang Hu-
kum Perkawinan, Kewansan, dan Perwakafan sedapat mung-
kin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut d sam-
ping peraturan perundang-undangan lannva

Aenctapkan

Kenga : Durektur Jenderal Kelembagaan Agama Jslam dan Durek-
r }endenl Bunbu\gan Mzsvankm Islam dan Urusan Hajp
K Menten Aga-
i ma chubhk leoncsn 1 dalam bxdang tugasnya masing-
t masing.
i Keempat : Keputusan i berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta

Padamanggal . 23 jun 1995
MENTERI AGANA RJ
red
H MUNAWIR SJADZALL
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